
 
 

 
 

GUBERNUR PAPUA 
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA 

 

NOMOR    3   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

Lampiran : 1 (satu). 
 

GUBERNUR PAPUA, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi 

Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;  

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1)     

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

 

5. Undang-Undang ........./2 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);  

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846);  

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);  
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18. Peraturan  Pemerintah  Nomor 18  Tahun 2016  tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 459); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA 
 

dan 
 

GUBERNUR PAPUA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2023. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Papua.  

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua. 

4. Gubernur ialah Gubernur Papua.  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.  

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Provinsi Papua untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.  

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari rencana tata 

ruang provinsi, rencana tata ruang kabupaten dan kota.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.  

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun.  

13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun.  

14.  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun.  

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Papua dan DPRP yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

 

16. Visi ........./5 
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16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan.  

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi.  

18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan guna pelaksanaan setiap urusan 
pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.  

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi.  

20. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 
waktu ke waktu.  

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah.  

22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program. 

23. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk 
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari 
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya 

pembangunan daerah secara utuh.  

24. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia.  

 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 
(1) RPJMD disusun berasakan : 

a. transparansi;  

b. responsif;  

c. efesien;  

d. efektif;  

e. akuntabel;  

f. partisipatif;  

g. terukur; 

h. berkeadilan; 

i. berwawasan lingkungan; dan  

j. berkelanjutan. 

(2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, 
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.  

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW. 

 
(4) RPJMD ........../6 
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(4) RPJMD disusun berorientasi pada proses dengan pendekatan : 

a. teknokratik 

b. partisipatif; 

c. politis; dan 

d. atas bawah dan bawah atas. 

(5) RPJMD disusun berorientasi pada substansi dengan pendekatan : 

a. holistik-tematik; 

b. integratif; dan 

c. spasial. 

 
Pasal 3 

 
(1) RPJMD bertujuan sebagai pedoman dasar pemecahan permasalahan daerah melalui :  

a. koordinasi antar pelaku pembangunan;  

b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah 
maupun pemerintah pusat;  

c. partisipasi masyarakat; dan  

d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan  berkelanjutan.  

(2) Program partisipatif lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah untuk 
mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi 

program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.  

(3) Rencana kerja yang terukur dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan 
jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan 

landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.  

(4) Rencana kerja yang berkeadilan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan 

jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif 
berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target 

dan sasaran yang ditetapkan.  

(5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, yang teridiri dari : 

a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar 

RPJMD dengan dokumen lainnya, dan sistematika penulisan; 

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografi dan demografi, aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,  aspek daya saing 
daerah dan aspek otonomi khusus Provinsi Papua; 

c. Gambaran Keuangan Daerah : kinerja keuangan daerah, kebijakan 
pengelola keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan; 

d. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah : permasalahan pembangunan dan 

isu strategis;  

e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : visi, misi, tujuan dan sasaran; 

f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah : strategi, 
arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; 

g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah : 
Kerangka pendanaan pembangunan dan Indikasi rencana program 
prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan; 

h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

i. Penutup.    

Pasal ......../7 
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Pasal 5 
 

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, 
Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 6 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

RPJMD.  

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 

untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana 
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan 
dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.  

 
Pasal 7 

 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dilakukan oleh BAPPEDA. 

(2) BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan 

rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.  

 

Pasal 8 
 

(1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup 
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 

untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi 
pembangunan jangka menengah daerah.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa 
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi 

dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan 
pembangunan jangka menengah nasional.  

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis 
daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.  

(4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran 
tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 

pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat 
dalam RKPD tahun berkenaan.  

(5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar pada suatu pekerjaan yang 

tidak dapat dikerjakan, apabila terjadi bencana alam, atau perubahan 
kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat 

dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRP.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.  

 
 

Pasal ........./8 
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Pasal 9 
 

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRP melakukan pengawasan sesuai dengan 
fungsinya. 

 

 
BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 10 

 
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan daerah lainnya yang terkait dengan 

rencana pembangunan daerah.  
 

 
Pasal 11 

 
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari 

kekosongan rencana pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 

berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 
dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.  

(2) Gubernur pada akhir masa jabatannya wajib menyusun RKPD untuk tahun 
pertama periode Pemerintahan berikutnya.  

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk 
menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya. 

(4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak berakhirnya masa jabatan 

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih Gubernur 
untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Gubernur. 
 

 

Pasal 12 
 

(1) Gubernur menyusun dokumen rencana pembangunan kewilayahan selama 

5 (lima) tahun untuk masing-masing wilayah budaya berdasarkan visi dan 
misi serta arah dan kebijakan sebagai landasan penyusunan RKPD. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan acuan 
bagi SKPD perencanaan dan SKPD teknis untuk menyusun RENSTRA SKPD 

secara terencana yang disesuaikan dengan kebijakan strategis Gubernur. 

 
 

BAB ........./9 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.   
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. 

 
Ditetapkan di  Jayapura 

pada tanggal 16 April 2019 
 

GUBERNUR PAPUA, 
CAP/TTD 

LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

 
Diundangkan di Jayapura 

pada tanggal 16 April 2019   
Sekretaris Daerah Provinsi Papua 

               CAP/TTD 
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 3 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (2-100/2019) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 
Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH 
NIP. 19661202 198603 1 002 

  



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA 
 

NOMOR  3 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2019 - 2023 
 

I. UMUM 
 

Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi 

Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun menjadi 
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan 
pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan 

pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga 
penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih 

kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga 
Tahun 2019, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 17 tahun 

sejak efektifnya pelaksanaan pemerintah di era otonomi khusus tahun 2012 
dan telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi 
kehidupan masyarakat.  

Namun, belum secara optimal dapat menyentuh permasalahan 
pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan 

ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu, diperlukan 
perencanaan guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan 

otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya 
pengurangan ketimpangan (in-equity) pembangunan dengan memperkokoh 

aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan 
dan kesehatan berbasis kearifan lokal (local wisdom). Penyusunan RPJMD 
Provinsi Papua Tahun 2019-2023 ini, disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 
2005-2025. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 
Cukup jelas 

 
Pasal 2 

Cukup jelas 
 

Pasal 3 

Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal ......../2 
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Pasal 5 
Cukup jelas 

 
Pasal 6 

Cukup jelas 
 

Pasal 7 

Cukup jelas 
 

Pasal 8 
Cukup jelas 

 
Pasal 9 

Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Cukup jelas 
 

Pasal 12 
Cukup jelas 

 

Pasal 13 
Cukup jelas 

 

 

 

  



  



Pasal 2  

Ayat (1)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan ”demokrasi” adalah bahwa perencanaan 

pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, 

oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa perencanaan 

pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada 

segenap lapisan masyarakat.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah 

bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan 

mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan 

antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan 

pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.  

Huruf ....../2 
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Huruf d  

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa rencana pembangunan 

jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk 

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat 

mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.  

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa 

perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. 

Huruf f  

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan 

pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, 

berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan 

menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat.  

Huruf g  

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat setempat dan menjadi ikatan sosial dalam 

komunitas sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bersama. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah perencanaan 

pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan 

pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk 

meningkatkan mutu hidup masyarakat.  

 


